
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACtrI{

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH U'IARA,

Menimbang a.

b.

bahwa penjabaran anggaran pendapatan dan belanja
Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2018 sebagaimana
yang telah ditetapkan dengarr Peraturan Bupati Aceh
Utara Nomor 10 tahun 2018 dal terjadi perubahan
sehubungan dengan adanya usulan pergesaran anggaran
dari Dinas Kesehatan dengan surat nomor 44I/1799 dat
adanya sisa anggaran pelayanan JKN tahun 2Ql7 yang
belum diselesaikan pada akhir tahun 2Ol7 dan alggaran
pelayanan JKN tahun 2018, sesuai ketetntuan Pasal 160
ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaarr
Keuangan Daerah, ketentuan angka 2 huruf D Bab V
Pendanaal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksalaan Jaminan
Kesehatan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor
102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dala Alokasi Khusus Nonhsik Dana Pelavalan
Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Bupati Aceh
Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belalja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan kembali.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da.1am huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh
Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaral Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2018;

Mengingtat ....
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Mengingat 1.

c

3.

4.

5.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupatei
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahal Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas darl
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undalg-Undang Nomor 44 Tahun 7999 tentang
Penyelenggaraal Keistimewaal Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Lrdonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeri[saan PEneelolaan dan Tanssunsiawab Keuansafi
Negara (Lembaran"Negara Republik fildoffesia Tahun 2004
Nomor 66_, Talnbq.[ran L-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencdnaan PEmbanzunan Nasional {Lembarari Nesa-ra
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomcir 104. Tam baflan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undane Nomor 33 Tahun 2OO4 tentans
PerimbEngan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan'
Pemerintahan Daer-ah (Lembaran Nesara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambdhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

I 0. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2006 renrans
Pemeriitahan A]ceh {Lembaran Nesa,ra Republik Indonesi5
Tahun 2006 Nomoi 26, TambaTran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

I 1. Undane-Undans Nomor 28 Tahun 2009 tentane Paiak
Daerah"dan Reiribusi Daerah (Lembaran Nesara R-epu6lik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah-an Lem^baran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

tentarlg
Republik

Lembaran

12. Undang-Undang ....



13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20I4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintaian Daerah (Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahal Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peratural Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentans
kedudukan Keuansan Keoa-la Daerah dan Wakil Keoali
Daerah (Lembaran" Negarh Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tamla.han Leinbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaal Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2O 13 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keualgan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
17 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentans
Dana Perimbansan (Lembaran Nesara Republik IndonesiS
Tahun 2005 Mmoi I37, !34rbihan L6mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peratural Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentans
Sistem Informasi Keuangan Daerah. sebaeaimana telaS
diubah dengan Peraturait Pemerinta-h Norior 65 tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentans Sistem lnformasi Keuansan
Daerah (Lembaran Negara Rep;ublik Indonesia Tahun 2UlO
Nomor . 1 1O, Tambal-ran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5l 55):

l9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelol.aan Keuangan Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lenibaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peratural Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
fgdgman Penyusunan dan penerapal Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan I(euangal dan Kinerja Instansi Pemerinta-fi
(Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

22. Peraturan Pemeintah
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12. Undane-Undans Nomor 12 Tahun 20ll tentans
Pembeitukan Feraturan Perundane- Undan san (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahu-n 20 1 1- Nomor 82,
Tairbahq4' Lembaran Negara Republik Indonesid
Nomor 5234);
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22.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadi
Pemedntah, Laporan I(eterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah
dan lnformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyaralat (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penlu sunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

24. Peraturar Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Staldar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

27 .Peratnran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksalaan Undang-undarg Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20 15 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2015 Tentang Dala Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dal Belarja Negara (Lembaral Negata
Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

29.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
I(euangal dan Administratif Pimpinan dal Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 605);

30.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telal
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentarg
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Ta_hun
2Ol7 te!,tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2017 Nomor 244);

32. PeraturcLn Menteri
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32. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah tera,khir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengal Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentarg
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Ta-hun 2011 tentang Pedomaa Pemberian Hibah
Dal Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

34. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 80 Taiun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor 2036);

35. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

36. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyrrsunan Anggaran Pendapatan darr
Belalja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);

3T.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksalaan dan Pertanggun$awaban Darta
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Daerah Tahun 2013 Nomor 71);

39.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008
Nomor 253);

4O.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor I Tahun 2Ol8
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2017 Nomor I "(Nomor Register Qanun
Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh (1/36/2018)");

41. Qanun Kabupaten
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41.Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2Ol7
tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaral 2077 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 20 17 Nomor 7;

42. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);

43. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 31);

44. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 10)

MEMUTUSI(AN:

Menetaol<a rr PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI ACDH UTARA NOMOR IO TAHUN
2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
ANGGARAN 2018.

Pasa-1 I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun
2018 Nomor' 10) diubah sebagai berikut:

Ketentua-n Pasal 1 angka 2 huruf a poin 7 dan huruf b poin 1, 2 dan 3
diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggararr Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran
2O 18 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
1) Pendapatan Asli Daerah Rp. 358.698.548.452,00
2) Dana Perimbangan Rp. 1.366.7O7.317.000,00

1

2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung

1) Bclanja Pegawai
2) Bclanja Subsidi
3) Bclar-rja Hibah
4) Belanja Baltuan Sosia-l

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yalg Sah
Jumlah Pendapatan

Rp. 614.046.825.2I7 .OO

Rp. 2.339.452.690.669,00

5) Belanja Bogi Hasil ..

Rp. 468.764.O92.aO9,OO
Rp. 2.750.000.000,00
Rp. 11.892.100.000,00
Rp. I 1.088.723.500,00
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5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
I(rLbupaten / kota dan Pemerintah Desa Rp.

6) Bclarja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/ Kabupaten / kota dan
Pemerintahan Desa

7) Bclanja Tidak Terduga
Semula
Bcrtambah/ (berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Terduga
Setelah Perubahan

Jumlah Belanja Tidak Langsung
Setelah Perubahan

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai
Semula
Bcr-tambah / (berkurang)
Junlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

2) Bcianja Barang dan Jasa
Semula
Bertambah / (berkurang)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan

3) Belanja Modal
Semula Rp.

Rp.

t.522.7 t4.424,OO

Rp. 7O7.O23.574.465,OO

Rp. 1.604.89 1.2O5.197,0O

Rp. 91.433.440.859,00
Rp (94.8s 0.000,00)
Rp. 91.338.590.859,00

Rp. 406.460.260.7rs,84
Rp. 246.850.000,00

247.243.395.562,t6
(2.000.o00,00)

Rp. 1O.725.611.665,00

Rp. 10.725.611.665,00

Rp. 0,00

Bcrtambah / (berkurang)
Jumlah Belanj a Modal Setelah Perubahan Rp. 247.241.395.562,16

Jumlah Belalja Langsung
Setelah Perubahan
Jumlah Belanja

Rp. (1O.725.611.665,00)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Pencrimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

2. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunl sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan l)enjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pasol 3...

Surplus / (Defrsit)

Rp. 2.000.000.000,00
Rp. (150.000.000.00)

Rp. 745.287.O97.I37.OO
Rp. 2.350. I 78.302.334.00

Rp. 1.8s0.000.000.00

Rp. 406.7O7.110.715,84
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3. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Perubahan Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga pasa.l 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 merupakal
bagian yalg tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasa-1 5

Pelaksanaal Perubahan Penj abaran Anggaran Pendapatan dan Belarrja
Kabupaten yang ditetapkan da_lam Peraturan ini ditualgkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pela-ksalaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daera_h
sesuai dengan ketentuan perundang-undalgan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berla-ku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeta-huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengal penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Mei 2018 M

14 Sya'ban 1439 H

$"rror, 
ACEH urARAqgs.

r{-.-LH
H. MUHAMMA>THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Mei 20i8 M

14 Sya'ban 1439 H

SEK ETARIS DAERAH

A N ACEH UTARA,

DUL AZ|Z

PARAF KOORDINASI

Kepala BPKD dn
Kabid. Anggaran

Kabag Hukum b
utt

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 19

I


